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ABSTRAK

Penelitian ini membahas dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara
pemilu antara DKPP dan PTUN. Permasalahan berawal dari putusan PTUN No.
82/G/2020/PTUN.JKT yang memerintahkan batal keputusan presiden No.
34/P.Tahun 2020 yang otomatis mengugurkan putusan etik DKPP No. 317-PKE-
DKPP/X/2019, atas permasalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
karena konstitusi tidak mengatur lebih jauh mengenai kompetensi PTUN dalam
menganulir putusan etik DKPP. Kemudian dari permasalahan ini dirumuskan
menjadi tiga pertanyaan: 1). apakah yang menyebabkan terjadinya dualisme
akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta
kedudukannya dalam perspektif negara hukum; 2). bagaimanakah pandangan
siyasah qadha’iyyah terhadap dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara
pemilu antara DKPP dan PTUN; 3). bagaimanakah mengharmonisasi atas dualisme
akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, ditambah dengan
menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Selanjutnya, sumber data dan bahan hukum berupa data
primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data metode pengumpulan data
dengan cara pencarian serta menelusuri materi bahan pustaka seperti bibliografi,
hasil riset, majalah saintifik, bulletin saintifik, dan jurnal. Teknik analisis data
menggunakan teknik analisa deduktif kualitatif. Sedangkan, teori yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi: teori negara hukum, teori lembaga negara, dan
siyasah qadha’iyyah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, penyebab terjadinya
dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta
kedudukannya dalam perspektif negara yakni terdapat kerancuan yang terjadi
antara norma etik dan norma hukum, ditambah dengan persoalan dan dinamika
putusan mahkahmah konstitusi, dan dalam perspektif negara hukum adanya
perbedaan kedudukan putusan antara DKPP dan PTUN; kedua, pandangan siyasah
gadha’iyyah terhadap dualisme yakni, DKPP sebagai cerminan fungsi wilayah
hisbah sedangkan PTUN sebagai cerminan fungsi wilayah gadha’, terdapat
kedudukan yang fundamental antara wilayah hisbah (DKPP) dan wilayah qadha’
(PTUN), adapun PTUN mengadili keputusan presiden tetapi keputusan presiden
didasari pada putusan DKPP; ketiga, mengharmonisasi atas dualisme akuntabilitas
putusan tersebut yaitu melalui amandemen UUD 1945 sebagai solusi jangka
panjang dan melalui surat edaran mahkahmah agung sebagai solusi jangka pendek.

Kata Kunci: DKPP, PTUN, Negara Hukum, Siyasah Qadha’iyyah, Lembaga
Negara.



ABSTRACT

This study discusses the dualism of accountability for election organizer
decisions between the DKPP and the PTUN. The problem stems from PTUN
Decision No. 82/G/2020/PTUN.JKT, which ordered the annulment of Presidential
Decree No. 34/P. 2020, which automatically invalidated DKPP ethical decision No.
317-PKE-DKPP/X/2019. This issue has caused legal uncertainty because the
constitution does not further regulate the competence of the PTUN in annulling
DKPP ethical decisions. This issue then gave rise to three questions: 1). What
causes the dualism of accountability for election organizer decisions between the
DKPP and the PTUN and their position in the perspective of the rule of law; 2).
What is the view of siyasah qadha’iyyah on the dualism of accountability for
election organizer decisions between the DKPP and the PTUN; 3). How can the
dualism of accountability for election organizer decisions between the DKPP and
the PTUN be harmonized.

This type of research uses a literature study, supplemented by a normative
legal approach through legislation and a case approach. Furthermore, the data
sources and legal materials consist of primary and secondary data collected using
data collection techniques such as searching and tracing reference materials such
as bibliographies, research results, scientific magazines, scientific bulletins, and
journals. Data analysis techniques use qualitative deductive analysis techniques.
Meanwhile, the theories used in this study include: the theory of the rule of law, the
theory of state institutions, and siyasah qadha’iyyah.

The results of this study show that: first, the cause of the dualism of
accountability for election organizers' decisions between the DKPP and the PTUN
and their position in the perspective of the state is that there is confusion between
ethical norms and legal norms, compounded by the issues and dynamics of
constitutional court decisions, and in the perspective of the rule of law, there is a
difference in the position of decisions between the DKPP and the PTUN; second,
the siyasah qadha’iyyah view of dualism, namely, the DKPP as a reflection of the
wilayah hisbah function and the PTUN as a reflection of the wilayah qadha’
function, there is a fundamental position between wilayah hisbah (DKPP) and
wilayah qadha’ (PTUN), whereas the PTUN adjudicates presidential decisions, but
presidential decisions are based on DKPP decisions; third, harmonizing the
dualism of accountability for these decisions, namely through amendments to the
1945 Constitution as a long-term solution and through a Supreme Court circular
letter as a short-term solution.

Keywords: DKPP, PTUN, Rule of Law, Siyasah Qadha iyyah, State Institution.
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PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini mengikuti pedoman yang telah
diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Alif | tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< ba’ B Be

<o Ta’ T Te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
e Kha’ Kh ka dan ha

> Dal D De

3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
3 Ra’ R Er

; Zai Z Zet

P Sin S Es

O Syin Sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
3> Za A zet (dengan titik di bawah)
¢ ’Ain ‘ Koma terbalik di atas
i Gain G Ge

2 Fa’ F Ef

é Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L ‘el
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¢ Mim M ‘em
O Nun N ‘en
3 Waw W W
2 Ha’ H Ha
c Hamzah ‘ Apostrof
S Ya’ Y Ye

I1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

352y Ditulis Sunnah
e Ditulis ‘illah
I11. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
s Ditulis al-Ma’idah
o) Ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal

aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

caldl) @, as Ditulis Mugaranah al-Mazahib
1V. Vokal Pendek
1. — fathah Ditulis A
2. — kasrah Ditulis I
3. ~ dammah Ditulis U




V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis A
Oluowis) ditulis Istihsan
2. Fathah + ya’ mati Ditulis A
5t ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati Ditulis I
skl ditulis al- ‘Alwant
4. Dammah + wawu mati Ditulis U
o ske ditulis ‘Uliim
V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis Ai
B ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis Au
Jsd ditulis Qaul

VI1.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
("Dﬁ Ditulis a’antum
sl Ditulis u’iddat
é e oY Ditulis la’in syakartum




VIIl. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

o4l

Ditulis

Al-Qur’an

A

Ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

AW

Ditulis

ar-Risalah

L)

Ditulis

an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya.

S o

Ditulis

Ahl ar-Ra’yi

L) J.J

Ditulis

Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara demokrasi, memerlukan suatu
organ/lembaga peradilan yang independen dan adil yang mana merupakan pilar
penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan hak-hak individu dalam
masyarakat demokratis.! Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang
termaktub dalam landasan hukum tertinggi di Indonesia yakni Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada pasal 1
ayat (3).2

Realitas dalam menyelesaikan perselisihan maupun sengketa yang
merupakan aktifitas kekuasaan negara dilaksanakan melalui lembaga peradilan,
mempunyai otoritas dalam tindakan memaksa keputusannya terhadap para
pihak dengan menerapkan sistem sanksi sebagai suatu keputusan tertentu.® Atas
dasar ini legitimasi atas kelembagaan peradilan tidak bisa dibantahkan oleh
pihak-pihak manapun, dikarenakan lembaga peradilan merupakan salah satu
instrumen dalam menggerakkan roda pemerintahan negara Indonesia.

Dasar hukum atas keberadaan lembaga peradilan dibawah Mahkahmah

Agung (MA) sebagaimana diatur pada pasal 24 ayat (2) UUD 19454

! Anisa Dwi Rachmadika dkk., “Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Menegakkan

Negara Hukum yang Demokratis”, Inovatif: Jurnal Penelitian IImu Sosial, Vol. 4, No. 3, (Juni,
2024), him. 11241.

2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3 Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”,

Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2019), him. 120.

4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Selanjutnya, terdapat empat yang masuk dalam lingkungan lembaga peradilan
yakni diantaranya: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keempat lingkungan lembaga tersebut
berada dibawah MA sebagai lembaga negara tertinggi, dan juga memiliki
kewenangan dan yuridiksi yang berbeda-beda sebagaimana yang termaktub
dalam Undang-Undang (UU) yang lebih lanjut.®

Merujuk pada salah satu lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN), merupakan pengadilan yang diberi wewenang untuk
memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara. Sebagaimana
dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN pada pasal 1 ayat (10) yang
berbunyi “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Perkembangan ketatanegaraan dizaman modern saat ini menunjukkan
bahwa munculnya suatu sistem lembaga peradilan yang menangani dibidang
penegakkan kode etik sangat diminati oleh berbagai negara, seperti (50) lima
puluh negara bagian Amerika Serikat telah membentuk sistem kode etik bagi
para pejabat di setiap poros cabang kekuasaan, 42 (empat puluh dua) dari 50

(lima puluh) negara bagian Amerika Serikat telah membentuk sistem kode etik

® That Subihat, “Sistem Peradilan di Indonesia Berdasarkan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Yustitia, VVol. 5, No. 1, (April, 2019), him. 28.
6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
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(ethics commission) bagi para pejabat pada poros cabang kekuasaan, yang
bekerja secara independen dan efektif.’

Indonesia dalam konteks ini mengingat banyaknya pelanggaran etik
yang dilakukan oleh pejabat publik maka diperlukan upaya ke arah penegakkan
kode etik agar berjalan efektif dan tidak kontra produktif dalam upaya
mempertahankan dan membangun kepercayaan publik.® Dengan demikian,
lembaga peradilan etik kian begitu digemari.

Menurut Jimly Asshiddigie bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) merupakan lembaga pelopor dalam penegakan kode etik di
Indonesia. Latar belakang sejarah pendirian DKPP ini kemudian mendorong
munculnya berbagai lembaga penegak kode etik lainnya. Selain itu, hal ini
bertujuan supaya ketatanegaraan Indonesia dapat didukung oleh prinsip hukum
(rule of law) dan prinsip etik (rule of ethics) secara fungsional, sehingga
demokrasi yang dibangun senantiasa berlandaskan pada penegakan hukum dan
etika secara bersamaan.’

Merujuk pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan
bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang

melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan diantara ketiga lembaga ini saling

7 Harmoko M. Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara di Indonesia”,
SASI, Vol. 27, No. 1, (Maret, 2021), him. 28.

8 Fauziah Suci Anggriani, “PRO KONTRA PENEGAKAN ETIK SECARA INTERNAL
DAN EKSTERNAL”, Jurnal Konstitusi & Demokrasi, Vol. 1, No.1, (Juni, 2021), him. 2.

9 Jimly Asshiddigie, “Memperkenalkan Peradilan Etik”, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi,
Vol. 1, No. 1, (Juni, 2021), him. 2-3.
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mengawasi satu sama lain atau dikenal dengan prinsip check and balance dalam
kerangka mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan demokratis.°

Pasal 1 ayat (24) UU Pemilu menjelaskan bahwa DKPP diberi mandat
sebagai lembaga/organ yang berfungsi dalam mengatasi pelanggaran kode etik
penyelenggaran pemilu.l* DKPP dibentuk sebagai organ penunjang/pembantu
atau states auxiliary organ yang diberikan tugas mengatasi pelanggaran etika
penyelenggara pemilu dan menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggara
Pemilu.t2

Keberadaan DKPP sebagai state auxiliary organ memperoleh legitimasi
yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003,
sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh
Mahkamah, dalam sistem tata negara Indonesia, institusi kenegaraan tidak
selamanya dipahami sebagai institusi yang tercantum secara eksplisit dalam
UUD NRI 1945 yang keberadaannya atas dasar amanat konstitusional,
melainkan juga mencakup institusi yang didirikan berdasarkan amanat UU.%3

DKPP berawal dari pendirian Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan

Umum (DK-KPU), yang didirikan atas dasar UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang

10 Muhammad Maulana Nazril, “Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan
Demokrasi dalam Pemilu Indonesia”, Amandemen: Jurnal limu pertahanan, Politik dan Hukum
Indonesia, Vol. 1, No. 4, (Oktober, 2024), him. 74.

1 Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

12 Cholidin Nasir, “POSISI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI)”, VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana limu Hukum, Vol. 1, No. 10, (Maret,
2024), him. 7.

13 Jihan Anjania Aldi dkk. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menciptakan Pemilu yang Demokratis di Indonesia”, Jurnal
Hukum DE’RECHTSSTAAT, Vol. 5, No. 2, (September, 2019), him. 144,
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Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. DK-KPU bersifat adhoc
(sementara) dan masuk bagian integral dari KPU.'* Seiring berjalannya waktu
DK-KPU secara resmi bertransformasi menjadi DKP. Pembentukan DKPP
bertujuan untuk menjaga independensi, kredibilitas, dan integritas
penyelenggara pemilu, sekaligus menegakkan kode etik (code of ethics atau
code of conduct) sebagai respons terhadap melemahnya moral penyelenggara
pemilu dan sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam konteks ini, DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan.'®

Islam sebagai agama yang komprehensif mengatur bagaimana
mengatur hubungan dalam segi kehidupan bernegara seperti prinsip-prinsip:
keadilan, transparansi, dan kejujuran termasuk dalam proses politik seperti
pemilu. Dengan demikian keberadaan DKPP diharapkan dapat memastikan
bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,
sebagiaman diatur dalam ketatanegaraan Islam (figh siyasah) yang mengatur
tentang dasar kekuasaan, sumber kekuasaan, pelaksana, dan tata cara
pelaksanaan ~ kekuasaan  dalam  menjalankan  kekuasaan  serta
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.*®

Seperti dalam kasus putusan DKPP yang dapat dibatalkan melalui

putusan PTUN yang memunculkan problematika pada lemahnya posisi

4 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Sejarah DKPP”, https://dkpp.go.id/sejarah-
dkpp/, akses 17 September 2024.

15 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,
2013), him. 37-38.

16 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul
Press, 1991), him. 2-3.
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penegakan etik penyelenggara pemilu. Pada prinsipnya seharusnya harus
dibedakan antara penegakan norma hukum umum dan penegakan etik, sehingga
berpotensi munculnya ketidakpastian hukum sebagaimana UU No. 7 Tahun
2017 tentang Pemilu pada pasal 458 ayat (13) yang berbunyi, “Putusan yang
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”.!” Ketentuan
pada pasal tersebut dapat memunculkan problematika bahwa putusan DKPP
No. 317-PKE-DKPP/X/2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian Evi Novida
Ginting Manik sebagai anggota komisioner penyelenggara pemilu.

Fokus pada amar putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 yakni,
Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu V1l Evi Novida Ginting
Manik selaku anggota komisi pemilihan umum (KPU) republik Indonesia sejak
putusan ini dibacakan.’® Menilik, putusan yang bersifat final dan mengikat
DKPP yang berarti tidak bisa di ganggu gugat oleh putusan yang lainnya. Akan
tetapi terdapat beberapa problematik yakni dengan keluarnya putusan PTUN
No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang menganulir putusan DKPP. Akibatnya,
problematik dan memunculkan kontradiksi antara putusan DKPP dengan
putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT. Pra kondisi inilah yang dapat
mengakibatkan Kketidakpastian hukum dalam konteks negara hukum
dikarenakan kedua lembaga tersebut diberikan mandat oleh konstitusi.

Adapun, final dan mengikat putusan DKPP sejak di keluarkannya

putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa frasa final dan

17 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
18 putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 317-
PKEDKPP/X/2019, him. 36.
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mengikat dimaknai sebagai “bersifat final dan mengikat bagi presiden, KPU,

KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, dan Bawaslu”, dan tidak sama dengan

putusan final dan mengikat yang ada di Mahkahmah Konstitusi.'® Hal demikian

masih mengambang (multi-tafsir), semestinya semua peradilan terdapat putusan

final dan mengikat termasuk pula putusan DKPP. Berdasarkan uraian

sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dikerjakan guna mengkaji

dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN

dalam pendekatan perspektif siyasah qadha iyyah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya dualisme akuntabilitas putusan
penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya dalam
perspektif negara hukum?

2. Bagaimanakah pandangan siyasah dadha’iyyah terhadap dualisme
akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN?

3. Bagaimanakah mengharmonisasi atas dualisme akuntabilitas putusan
penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari perumusan masalah sebagaimana telah diuraikan

sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, sebagai

berikut:

19 Salinan Putusan Mahkahmah Konstitusi Nomor 31/PUU-X1/2013.
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a. Menganalisa penyebab terjadinya dualisme akuntabilitas putusan
penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN serta kedudukannya
dalam perspektif teori negara hukum.

b. Menganalisa pandangan siyasah qadha’iyyvah terhadap dualisme
akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan putusan
PTUN.

c. Menganalisa dan menguraikan harmonisasi atas dualisme akuntabilitas
putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN.

Kegunaan/Manfaat Penelitian

a. Kegunaan/Manfaat Teoritis
1) Penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan mengenai

dualisme akuntabilitas putusan yang terjadi antara lembaga DKPP
sebagai lembaga penegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan
PTUN sebagai lembaga peradilan administratif.
2) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sekaligus menjadi
rujukan bagi para pegiat keilmuan, peneliti, akademisi, serta pemikir
di bidang hukum tata negara.
b. Kegunaan/Manfaat Praktis
Penelitian ini berguna untuk menyelesaikan tugas akhir
pendidikan Program Magister di Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
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D. Telaah Pustaka

Penelitian dengan tema dualisme akuntabilitas dalam putusan etik
DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 dan putusan administratif PTUN No.
82/G/2020/PTUN.JKT, telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu,
dengan begitu penulis mengklafikasikan apa saja penelitian terdahulu tersebut.
Dengan begitu nantinya bisa terlihat tampak orisinalitasnya sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pertama, terdapat keterkaitannya yaitu penelitian yang telah dilakukan
oleh M. Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, yang merupakan jurnal dari
Majalah Hukum Nasional yang berjudul “Kewenangan Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang
Penyelenggaraan Pemilu”. Dalam substansi penelitian ini membahas terkait
ketentuan norma larangan penyalahgunaan wewenang dalam peraturan DKPP
No. 2 Tahun 2017 berdampak pada tumpang tindihnya penenggakan
pelanggaran etika dan hukum administrasi pemilu, dan bahkan putusan DKPP
dalam penelitian ini dianggap bertindak sebagai peradilan administrasi
dikarenakan memperulas konsepsi penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian
ini  menunjukkan bahwa harus diberikannya batasan terkait norma
penyalahgunaan wewenang DKPP dalam mengadili dan mengeluarkan
putusannya dan seharunya wilayah hukum administrasi masuk kedalam ranah
bawaslu dan PTUN dalam mengadili pelanggaran administrasi dalam
penyelenggaraan pemilu dan juga merevisi ketentuan pasal 15 huruf d peraturan

DKPP No. 2 Tahun 2017 yang menjadi landasan mengadili penyalahgunaan
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wewenang oleh DKPP. Pada penelitian ini lebih menenekankan norma
penyalahgunaan wewenang sebagai objek dalam penelitian ini dan juga berbeda
regulasi dengan yang penulis pakai, dalam penelitian ini menggunakan
peraturan DKPP sebagai bahan data sekundernya sedangkan penulis
menggunakan dua peraturan perundang-undangan yaitu UU pemilu dan UU
PTUN, sehingga hasil penelitian akan berbeda nantinya.?

Kedua, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah
dilakukan oleh Nofan, yang merupakan jurnal dari Jurnal Hukum Peratun
dengan judul “Pengujian Yudisial Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha
Negara”. Dalam isi penelitian memunculkan polemik DKPP secara institusional
yang mana kedua lembaga ini memiliki persepsi dan pendirian berbeda. DKPP
dalam penelitian ini bersikeras bahwa putusannya final dan mengikat dengan
artian tidak dapat di koreksi dan diganggu gugat putusan DKPP oleh lembaga
peradilan lain, termasuk PTUN. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan
adanya keberagaman sekaligus kontradiksi dalam persepsi terhadap klausul
putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Kondisi tersebut dipengaruhi
oleh keterbatasan pengaturan normatif serta belum memadainya peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Secara kelembagaan, DKPP
memandang bahwa putusannya bersifat final sehingga tidak dapat dikoreksi
maupun diuji oleh lembaga peradilan lainnya. Perbedaan antara penelitian

jurnal ini dengan penulisan tesis ini terletak pada tujuan penelitian, yang mana

2 M. Reza Baihaki dan Alif Fachrul Rachman, “Kewenangan Dewan Kehormatan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mengadili Penyalahgunaan Wewenang Penyelenggaraan
Pemilu”, Majalah Hukum Nasional, Vol. 53, No. 1, (Desember, 2023).
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penelitian jurnal ini hanya memberikan jawaban yang belum mendalam terkait
kontradiksi kewenangan antar kedua lembaga ini dan juga kurang tegasnya
dalam memberikan saran yang sekiranya hanya memberikan satu rekomendasi
penyelesaiannya.?

Ketiga, penelitian yang ada keterkaitanya yaitu penelitian yang telah
dilakukan oleh Andriansyah dan Muthia’ah Maizaroh, yang merupakan jurnal
dari Nomokrasi: Jurnal Ledhak Fakultas Hukum Unhas dengan judul
“Rasionalitas Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN”. Pada
pokoknya penelitian jurnal ini membahas tentang kedudukan putusan DKPP
dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebagai salah satu lemabaga yang
menegakan kode etik di lingkup pemilihan umum. Hasil analisis dari
Adriansyah dan Muthia menunjukkan bahwa: yang pertama, DKPP pada
hakikatnya tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga peradilan etik; yang
kedua, pemenuhan prinsip access to justice hanya dapat terwujud melalui
mekanisme di PTUN apabila kompetensi peradilannya tidak ditafsirkan secara
restriktif, dalam konteks ini pengecualian putusan DKPP sebagai objek
pengujian justru berimplikasi pada pembatasan access to justice; yang ketiga,
secara yuridis, putusan DKPP telah memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai
objek gugatan berdasarkan ketentuan dalam UU PTUN, yang diperkuat oleh
UU Administrasi Pemerintahan serta dielaborasikan lebih lanjut dengan UU

Pemilu. Perbedaan penelitian ini terdapat pada pendekatan-pendekatan

2L Nofan, “Pengujian Yudisial Putusan DKPP di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal
Hukum Peratun, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2023).
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kerangka teori yang digunakan hanya dilihat secara perundang-undangan
sedangkan penulis menambahkan pendekatan secara konsep hukum dan politik
islam yakni siyasah qadha iyyah. Sehingga nantinya bagaimana islam menilai
kontradiksi antar kedua lembaga tersebut.??

Keempat, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah
dilakukan oleh Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, merupakan jurnal dari
Justitia et Pax yang berjudul “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”. Isi dalam penelitian jurnal ini
menjelaskan bahwa ada beberapa pada praktiknya bahwa penyelesaian perkara
PTUN, membatalkan Keppres sebagai tindak lanjut atas putusan DKPP perihal
pemberhentian secara tidak hormat terhadap anggota penyelenggara pemilu
atau KPU. Eksistensi putusan final dan mengikat pada DKPP dalam penelitian
ini juga di pertanyakan dan juga paradigma sifat putusan final dan mengikat
tersebut. Apalagi, dalam regulasi UU pemilu mengatur terkait kekuatan putusan
DKPP ditambah lagi dalam putusan MK menafsirkan putusan tersebut,
sehingga dapat dilihat nantinya bagaimana konsekuensi terhadap kepastian
hukum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan sifat final dan mengikat dari
putusan DKPP yang memiliki makna melalui putusan MK No. 31/PUU-
X1/2013. Selanjutnya, atas hasil sebelumnya maka kepastian hukum
penyelenggaraan pemilu terganggu dan bisa-bisa mentiadakan eksistensi DKPP

sebagai lembaga peradilan yang menyeimbangkan kekuasaan di lingkup

22 Adriansyah dan Muthia’ah Maizaroh, “Rasionalitas Putusan DKPP Sebagai Objek
Pengujian di PTUN”, JURNAL NOMOKRASI, Vol. 1, No. 1, (Februari, 2023).
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lembaga penyelenggara pemilu. Perbedaan atas penelitian ini adalah hasil
penelitian jurnal ini hanya melihat satu sisi yakni putusan DKPP yang final dan
mengikat tanpa melihat sisi dari regulasi PTUN-nya. Hal ini diperkuat dengan
rekomendasinya bahwasanya makna final dan mengikat sebaiknya di
kembalikan ke pengaturan awal, sehingga tiada lagi upaya hukum lain yang
mengganggu. Namun, dalam penulisan tesis melihat dari kedua sisi aspek kedua
kelembanggan tersebut dan juga tidak luput dari pandangan siyasah
gadha’iyyah dalam menilai suatu problematika tersebut.®

Kelima, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang telah
dilakukan olen Harmoko M. Said, merupakan jurnal dari FUNDAMENTAL:
Jurnal llmiah Hukum dengan judul “Kedudukan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik”. Tujuan dari
karya ini mengkaji terkait eksistensi DKPP sebagai lembaga quasi, lembaga
quasi ini diartikan sebagai badan non-yudisial yang dapat menafsirkan hukum
dan memiliki prosedur yang mirip dengan lembaga pengadilan atau hakim.
Lembaga quasi juga berkewajiban untuk menentukan fakta dan menarik
kesimpulan dari fakta tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, DKPP
diposisikan sebagai salah satu organ tata usaha negara yang tidak termasuk
dalam penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai

pengadilan khusus sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU

23 Ismail dan Fakhris Lutfianto Hapsoro, “Paradigma Makna Final dan Mengikat Putusan
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu”, Justitia et Pax, Vol. 37, No. 2, (Desember, 2021).
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Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, dalam konfigurasi kelembagaan
negara, DKPP menempati kedudukan sebagai cabang kekuasaan keempat yang
dipahami sebagai lembaga negara independen, karena keberadaannya berada di
luar lingkup kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perbedaan dari
karya ilmiah ini yakni bahwa dalam hasilnya memaparkan tentang kedudukan
DKPP yang mana ditinjau secara yuridis dan juga penulis penelitian ini
memberikan rekomendasi bahwa DKPP perlu diposisikan secara tegas sebagai
organ tata usaha negara yang berwenang menangani pelanggaran kode etik,
dengan melakukan penyesuaian terhadap bentuk produk hukumnya dari yang
semula berupa “putusan” menjadi “keputusan”. Dalam hal ini tidak sejalan
dengan tujuan penulisan tesis ini yang mana nanti dalam rekomendasi penulis
harus melihat dua sisi antara regulasi UU pemilu yang diubah, UU PTUN yang
perlu diubah, atau penambahan mahkahmah etik dalam amandemen UUD 1945.
Masih belum terjawabnya terkait kepastian yang lebih mendalam tentang
bagaimana dua kelembanggan ini (DKPP dan PTUN) sama-sama memiliki
kekuatan hukum, sebagaimana keduannya diatur dalam peraturan perundang-
undangan.?*

Keenam, penelitian yang ada keterkaitannya yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Raines, Muhammad Aljabbar, Tarmizi, dan Aunnur Raffig,
yang merupakan jurnal dari Peneltian Hukum De Jure dengan judul “Tindakan

Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian Pengadilan Tata

2 Harmoko M. Said, “Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai
Lembaga Quasi Peradilan Etik”, Jurnal llmiah Hukum, Vol. 10, No. 2, (November, 2021).
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Usaha Negara”. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa sub pembahasan:
pertama, terkait pelaksanaan tindakan nyata sebagai bagian dari aktivitas
administrasi pemerintahan; kedua, perkembangan kewenangan absolut yang
terjadi di lingkup PTUN; ketiga, kewenangan DKPP; keempat, putusan DKPP
berdasarkan nilai-nilai Hukum Administrasi Negara (HAN); keenam, mengkaji
terkait putusan DKPP berdasarkan kaidah HAN, serta menelaah pelaksanaan
kewenangan DKPP sebagai bentuk tindakan faktual yang berpotensi menjadi
objek gugatan di PTUN. Hasilnya menunjukkan bahwa Putusan DKPP
mengandung dimensi etik yang bersifat subjektif sehingga tidak tersedia
mekanisme upaya membatalkan etik, akan tetapi karena terusan putusan DKPP
merupakan rangkaian administrasi kewenangan yaitu dalam bentuk keputusan
presiden masuk dalam kategori KTUN maka hal tersebut merupakan celah
hukum dan menimbulkan objek sengketa TUN. Selanjutnya, bahwa
kewenangan DKPP dalam mengeluarkan putusan etiknya Merupakan tindakan
faktual yang termasuk dalam kategori tindakan hukum publik, sehingga dapat
dijadikan sebagai objek pengujian di PTUN. Akan tetapi, PTUN hanya bisa
menguji tindakan faktual atau tata cara pelaksanaan tanpa mencampuri dengan
menguji sanksi etiknya DKPP.Perbedaanya dalam penelitian ini yakni lebih
menekankan melalui pendekatan hukum adminitrasi dan tidak memberi solusi
dalam mereformasi kedua kewenangan tersebut, sedangkan dalam penulisan

tesis ini melihat dari berbagai perspektif mulai dari prinsip checks and balances,
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kelembagaan, dan tambahan ditinjau secara Islam melalui siyasah
gadha’iyyah.?®

Ketujuh, penelitian yang terdapat keterkaitannya dengan penelitian
tesis ini, yaitu penelitan yang dilakukan oleh Beni, Ikhbal, dan Gianinda, yang
merupakan jurnal dari Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi dengan judul
“Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam Mengadili
Permasalahan Hukum Pemilu”. Dalam penelitian jurnal ini mengkaji terkait
dengan tafsir konstitusional putusan DKPP serta implikasi perluasan atas
kompetensi PTUN dalam mengadili permasalahan pemilu. Melihat mulai dari
kedudukan DKPP dan juga putusan MK yang menjadi tafsir atas susbtansi sifat
putusan DKPP, dan melihat bagaimana PTUN berwenang dalam hal ini masuk
dalam ranah sengketa pemilu atau perluasan kewenangan. Adapun, Kesimpulan
hasilnya bahwa Kewenangan PTUN tidak terbatas pada penyelesaian sengketa
proses pemilu semata, melainkan juga mencakup ranah hukum administrasi
pemilu, khususnya terhadap KTUN yang diterbitkan sebagai konsekuensi dari
putusan DKPP, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap
putusan DKPP tersebut dan dalam usulannya agar merevisi segera UU pemilu.
Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada condongnya pro ke kewenangan
PTUN dalam membatalkan putusan etik DKPP karena merujuk pada putusan
MK, akan tetapi penelitian tesis ini tidak condong kepada satu institusi. Apabila,

PTUN yang lebih berwenang untuk apa membuat suatu lembaga peneggakan

% Raines Wadi dkk., “Tindakan Faktual Hasil Putusan Etik DKPP sebagai Objek Pengujian
Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 23, No. 1, (Maret, 2023).
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etik jika peneggakannya dilemah kan atau dibatalkan oleh lembaga lain yakni
PTUN. Penelitian tesis ini juga melihat bagaimana siyasah dadha’iyyah
menyikapi adanya permasalahan kedudukan dua lembaga tersebut.?®
Kedelapan, penelitian yang diperoleh oleh penulis, yakni penelitian
yang dilakukan oleh Imron Rosadi dan Adhitya Widya, yang mana merupakan
jurnal dari Journal Presumption of Law dengan judul “Analisis Yuridis
Terhadap Penyelesaian Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)”.
Penelitian ini mengkaji beberapa poin penting mulai dari menganilisa putusan
DKPP melihat dari aspek formil maupun materil, sampai dengan makna final
dan mengikat putusan DKPP beserta upaya hukum akibat putusan DKPP
tersebut. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini bahwa putusan DKPP secara
fomil maupun materil terdapat problematik didalamnya dan juga selama
putusan DKPP ditindaklanjuti melalui keputusan presiden tentang
pemberhentian tidak hormat maka terdapat pemenuhan unsur untuk di jadikan
objek gugatan di PTUN. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada
pengkajian terhadap kontradiksi putusan etik DKPP terhadap putusan PTUN.
Perbedaanya terletak pada aspek pengunaan kerangka teoritis yang mana
penelitian jurnal ini menekankan pada aspek hukum acara dan filosofisnya,

sedangkan penelitian tesis ini lebih menekankan dari beberapa aspek teoritis

% Beni Kurnia Illahi dkk., “Implikasi Hukum Perluasan Kewenangan PTUN dalam
Mengadili Permasalahan Hukum Pemilu”, Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1, No. 2,
(Desember, 2021).
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mulai dari negara hukum, lembaga negara dan dari Islam juga ditinjau dari
perspektif melalui siyasah qadha’iyyah.?’
E. Kerangka Teori
1. Teori Negara Hukum
Definisi negara hukum di berbagai negara, khususnya di kawasan
Eropa dan Amerika, dikenal dengan istilah yang beragam. Seperti Jerman
dan Belanda, misalnya, digunakan istilah rechtsstaat yang dimaksudkan
sebagai lawan dari negara kekuasaan (machstaat). Istilah rechtsstaat
tersebut memiliki makna yang sepadan dengan konsep rule of law. Negara
Perancis, konsep ini dikenal dengan istilah etat de droit, sedangkan di
Spanyol disebut estado de derecho. Sementara itu, di Italia digunakan istilah
stato di diritto. Adapun dalam terminologi bahasa Inggris, konsep negara
hukum dikenal melalui ungkapan the state according to law atau according
to the rule of law.?®
Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengenai negara hukum, adalah
kekuasaan itu tidak tanpa batas artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum
dan semua orang sama dihadapan hukum. Secara populer dikatakan bahwa
negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan kekuasaan harus

tunduk pada hukum.?® Sedangkan, Robbert Morisson Maclver

2" Imron Rosadi dan Adhitya Widya, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-
DKPP/X/2019)”, Journal Presumption of Law, Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2024).

28 John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun
2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2016), him.
49.

2 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung:
Alumni, 2004), him. 54.
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berpandangan bahwa negara hukum yakni negara yang menurutnya
haruslah mengatur relasi lahir yang penting daripada manusia di dalam
masyarakat, maksudnya pelembagaan yang benar disebut sebagai politik
yang kemudian dalam politik tersebut terdapat dua mesin utama yakni:
pertama, penguasaan politik yaitu kedaulatan dijalankan oleh pemerintah
negara; dan Kkedua, hukum sebagai mesin terpenting dalam
menjalankannya.*

Kedua konsep negara hukum yakni sistem eropa kontinental atau
rechstaat dan sistem anglo saxon atau rule of law, berkembang di masing-
masing negara yang mana rule of law sendiri berkembang di negara-negara
anglo saxon seperti di Amerika. Adapun, konsep negara hukum rechstaat
dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang mana
dalam pandangannya konsep rechstaat ditandai dengan empat unsur pokok,
sebagai berikut:®
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusi;

b. Negara berdasarkan trias politica;

c. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan UU (wetmatigheid van
bestuur);

d. Adanya peradilan adminisitrasi negara yang bertugas menangani kasus
perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatigheid

overheidsdaad).

%0 Fajlurrahman Jurdi, Teori Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2016), him. 163.
31 Jimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta: Buana Ilmu, 2007), him. 311.
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Sedangkan, konsep negara hukum rule of law yang dipelopori oleh
A.V. Dicey, dalam pandangannya menekankan pada tiga aspek yang
diantaranya, sebagai berikut:32
a. Supremasi hukum (supremacy of the law), yakni menekankan tidak

adanya kekuasaan yang timpang, dalam artian tidak adanya
kesewenangan-wenangan dari kekuasaan (absence of arbitrary power);
b. Mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before
the law);
c. Terjaminnnya hak asasi manusia oleh UU.

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring
dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua
macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik
dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat
modern.®

Terdapat dua belas prinsip-prinsip pokok pokok tersebut merupakan
pilar-pilar utama yang mendasari berdiri tegaknya negara hukum rechtsstaat
maupun the rule of law dalam arti yang sebenarnya. Adapun, prinsip-
prinsipnya sebagai berikut: a). supremasi hukum, b). persamaan dalam
hukum, c). asas legalitas, d). pembatasan kekuasaan, €). organ-organ
eksekutif independent, f). peradilan bebas dan tidak memihak, g). peradilan

tata usaha negara, h). peradilan tata negara, i). perlindungan hak asasi

32 |bid.
33 Uthrecht, Pengantar Hukum Admnistrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Ichtiar, 1962), him.
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manusia, j). bersifat demokratis, k). berfungsi sebagai sarana mewujudkan
tujuan bernegara, dan I.) trasnparansi dan kontrol sosial. 34

Secara keseluruhan, perjalanan Indonesia sebagai negara hukum
mencerminkan proses yang panjang, penuh dinamika, naik turun, dan terus
berkembang seiring dengan perjalanan sejarah bangsa. Dari masa
kemerdekaan yang penuh Kketidakpastian, melalui periode-periode
otoritarianisme yang meredupkan cahaya keadilan, hingga era Reformasi
yang membawa angin perubahan besar, Indonesia terus berjuang untuk
mewujudkan cita-cita negara hukum yang sejati.®

2. Teori Lembaga Negara

Keberadaan negara pada dasarnya memerlukan penyelenggara
negara untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan bernegara. Penyelenggara
yang dimaksud adalah pemerintah, yang memiliki kedaulatan. Untuk
melaksanakan fungsi ini, negara atau pemerintah memerlukan alat-alat
dalam bentuk lembaga negara atau institusi sebagai aparatur negara. Dalam
pelaksanaanya, pemerintah bertindak atas nama negara dalam menjalankan
kekuasaan negara, namun pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap harus

memperoleh legitimasi dan persetujuan dari rakyat yang diperintah.®

34 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2005), him. 123-130.

% Dian Pratiwi dkk., “Perjalan Konstitusi Indonesia dari Awal Periode Kemerdekaan
hingga Era Reformasi”, Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, Vol. 2, No. 1, (Desember, 2024), him. 54.

% Yudi Widagdo Harimurti, “Dasar Hukum Penataan Lembaga Negara yang Tidak Diatur
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Ilmiah Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2019), him. 186.
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Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasanya disebut
sebagai staatsorgaan, dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah political
institution, sedangkan dalam bahasa Indonesia, identik dengan lembaga
negara, badan negara, atau organ negara.®’ Selanjutnya, dalam UUD 1945
tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian lembaga atau
badan. Akan tetapi, menurut H.A.S. Natabaya bahwa istilah badan negara,
organ negara, atau lembaga negara mempunyai arti dan makna yang nilainya
hampir sama. Ketiga istilah tersebut ditujukan untuk menyebut suatu
organisasi yang fungsi dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan,
sehingga tergantung individu mau menyebutkan apa, dengan konteks yang
penting ada konsistensi penggunaannya.3®

Lembaga negara dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni
dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, setiap
individu yang menjalankan fungsi atau peran sebagaimana ditetapkan dalam
tatanan hukum, secara teoritis, dapat dikualifikasikan sebagai organ negara.
Pemaknaan ini bahkan melampaui keberadaan lembaga pemerintahan yang
bersifat organik. Janedjri berpendapat bahwa setiap jabatan yang dibentuk
berdasarkan undang-undang dapat disebut sebagai organ negara, demikian
pula individu yang menduduki dan menjalankan jabatan tersebut dalam
rangka penyelenggaraan negara. Sebaliknya, dalam pengertian sempit, suatu

organisasi yang memiliki kedudukan hukum tertentu sebagaimana

37 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: FH
Ull Press, 2007), him. 76.

% H.A.S. Natabaya, Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2004), him. 60-61.
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ditentukan oleh Konstitusi dipandang sebagai lembaga negara. Organisasi
negara tersebut dapat berupa instansi pemerintah, lembaga pemerintah non-
departemen, maupun lembaga negara lainnya.*

Pengertian mengenai lembaga secara lebih komprehensif dapat
merujuk kepada pengertian Hans Kelsen, menurut Kelsen “whoever fulfils
a function determined by the legal order is an organ”, yang berarti setiap
pihak yang menjalankan fungsi sebagaimana ditentukan oleh suatu tata
hukum (legal order) dapat dikategorikan sebagai organ. Dengan demikian,
organ negara tidak selalu harus berwujud secara organik. Selain organ yang
bersifat organik, dalam pengertian yang lebih luas, setiap jabatan yang
dibentuk dan diatur oleh hukum juga dapat disebut sebagai organ negara,
sepanjang fungsi yang dijalankannya bersifat menciptakan norma.*°

Bentuk kelembagaan negara di Indonesia dibagi menjadi 2 bentuk
yakni lembaga struktural dan lembaga non-struktural.** Lembaga struktural
merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang sudah ada,
dalam artian turunan dari lembaga inti sehingga PTUN masuk dalam
lembaga peradilan struktural. Sedangkan, lembaga non-struktural adalah
lembaga yang dibentuk di luar struktur pemerintahan utama, terbentuk

melalui peraturan perundang-undangan tertentu untuk menunjang fungsi

3 Alya Agustina dkk., “Islam dan Lembaga Negara dalam Al-Qur’an”, Gunung Djati
Conference Series, Vol. 25, (Mei, 2023), him. 93.

40 Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa
Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi”, JAPHTN-HAN, Vol. 1,
No. 1, (Januari, 2022), him. 23.

1Y, Hartono, “Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good Governance”,
Jurnal Kewarnegaraan, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2023), him. 2020.
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negara dan pemerintah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta
dan masyarakat sipil serta mendapat pembiayaan dari anggaran negara.*?
DKPP masuk dalam kategori lembaga non-struktural.

Bagir Manan menjelaskan bahwa dalam perspektif ketatanegaraan,
lembaga negara atau alat perlengkapan negara dibatasi pada organ-organ
negara yang menjadi bagian dari struktur organisasi negara dan bertindak
untuk serta atas nama negara dalam merumuskan dan membentuk kehendak
negara (staatswill). Organ-organ tersebut memperoleh mandat langsung dari
hukum dasar untuk menjalankan kehendak negara, sehingga
dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara. Hubungan yang terbangun
antar lembaga tersebut melahirkan relasi yang bersifat ketatanegaraan
(staatsrechtelijk), namun dalam praktik tertentu hubungan tersebut juga
dapat bersifat administratif (administratief rechtelijk).*®

Salah satu substansi fundamental yang secara konsisten diatur
dalam konstitusi adalah pengaturan mengenai hubungan antar lembaga
negara. Pengaturan ini menjadi penting karena kekuasaan negara pada
akhirnya diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewenangan yang dilekatkan
pada lembaga-lembaga negara. Keberhasilan atau kegagalan dalam
mencapai tujuan bernegara sangat bergantung pada cara lembaga negara

menjalankan kewenangan konstitusionalnya, termasuk pilihan model

42 putri Alvanita, “Pembubaran Lembaga Negara Non Struktural dalam Pertaturan Presiden
No. 112 Tahun 2020 Perspektif Restrukturisasi Birokrasi”, JIL: Journal of Indonesian Law, Vol. 3,
No. 1, (Juni, 2022), him. 40.

43 Muhtadi, “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi”, Fiat Justisia: Jurnal IImu
Hukum, Vol. 7, No. 3, (Oktober, 2015), him. 262.
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penyelenggaraan negara yang tercermin dalam pola hubungan antar
lembaga tersebut. Dengan demikian, pengaturan mengenai lembaga negara
beserta relasinya merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar
ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara.*
3. Teori Siyasah Qadha’iyyah
Siyasah qadha’iyyah terdiri dari dua istilah, yakni siya@sah dan
qadha’iyyah. Secara etimologis, siyasah merupakan kata yang berasal dari
khazanah bahasa Arab, yakni saasa — yasusu — sidgsatan (s — 4l —
o), yang kemudian diartikan sebagai mengatur, mengelola,
mengendalikan, atau menetapkan sebuah keputusan.*
Merujuk pada pengertian sebelumnya, Beni Ahmad Saebani
menyimpulkan beberapa pengertian siyasah, yakni:*
a. Regulasi terkait kehidupan bermasyarakat;
b. Pengawasan dan pengendalian oleh negara;
c. Upaya menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dalam kehidupan
bernegara;
d. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur
dan mengendalikan kehidupan masyarakat;
e. Pengaturan hubungan antarnegara;

f. Strategi untuk mencapai kemaslahatan dalam penyelenggaraan negara.

4 Abustan, “Relasi Lembaga Negara Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 19457, Jurnal Unifikasi, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2017), him. 57.

4 H.A. Dzajuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), him. 25.

46 Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka
Setia, 2008), him. 29.
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Selanjutnya, secara bahasa, istilah qadha’iyyah berasal dari kata
gadha, yang berarti memutuskan atau menyelesaikan. Kata gadha juga
memiliki makna lain, yaitu menunaikan, menyelesaikan, dan menetapkan
hukum. Sementara itu, seseorang yang menetapkan atau memberikan
putusan disebut gadhi, yang dapat diartikan sebagai hakim.*’

Qadha’iyyah kemudian sering dikaitkan ke ranah pemerintahan
atau dalam Islam dikenal istilah sulthah, sultah atau sulthatun ini berasal
dari bahasa Arab yang berarti pemerintah atau kekuasaan.*® Oleh karena itu,
apabila digabungkan dua kata tersebut menjadi as-sulzah al-qadha’iyyah
atau dapat diartikan sebagai kekuasaan yudikatif atau kehakiman.

Tugas utama as-sulrah al-gadha iyyah (kekuasaan kehakiman)
adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah
dirancang dan dibuat oleh as-sulzah at-tashri‘iyyah (kekuasaan legislatif).
Kemudian, sulfah qadha’iyyah mempunyai ruang lingkup kewenangan
yang terbagi dalam tiga bentuk sistem peradilan yang meliputi, sebagai
berikut: a. wilayah hisbah, merupakan lembaga peradilan yang bertujuan
untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti
penegakkan moral, kecurangan dan penipuan dalam pasar sebagai menurut
syart‘at Islam; b. wilayah qahda’, merupakan lembaga peradilan yang pada
pokoknya memutuskan perkara-perkara antar sesama masyarakat, secara

perdata dan secara pidana; c. wilayah mazalim, merupakan lembaga

47 Mulia Sari dkk., “Analisis Siyasah Qadha’iyyah terhadap Pemberhentian Presiden
Melalui Mahkahmah Konstitusi”, JAPHTN-HAN, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2023), him. 45.

8 Ghina Aulia Rizki dkk., “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadha’iyyah”, Tadhkirah:
Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Fisafat Syariah, Vol. 2, No. 2, (Juni, 2025), him. 28.
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peradilan yang menangani penyelesaian sengketa penyelewenangan pejabat
negara dalam melaksanakan kewenangannya, seperti halnya dalam
pembentukkan kebijakan yang merugikan masyarakat sehingga tidak ada
kemashalatan didalamnya.*®

Siyasah qadha’iyyah yang mengatur mekanisme peradilan dalam
hukum Islam, menekankan pada prinsip keadilan (‘adalah), prinsip
persamaan (musawah), prinsip musyawarah (syira), dan prinsip amar
ma ‘riif nahy munkar.*

Pasca amandemen UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia
saat ini dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi
(MK), beserta jajaran dibawah Mahkahmah Agung vyaitu diantaranya
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata
usaha negara. Dasar hukum pengaturan kekuasaan kehakiman sebagaimana
termaktud dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009
tentang kekuasaan kehakiman.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library

research), yaitu metode penelitian yang memfokuskan kajiannya pada

implementasi kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

49 Ridwan HR, Figh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan, (Yogyakarta: FH UlI
Press, 2007), him. 273.

0 Aflah Ni’mah Harahap dan Ramadani, “Tinjauan Figh Siyasah Qadhaiyyah terhadap
Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik”,
MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, (Mei, 2025), him. 51.
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terhadap kasus-kasus yang bersifat konkret.>! Objek Penelitian dalam karya
ini yaitu dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP
dan PTUN.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui
hukum positif atau peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach), yang mana penulis akan merujuk pada
undang-undang dan kasus yang relevan dengan putusan etik DKPP maupun
putusan PTUN, beserta norma-norma yang berlaku. Norma-norma tersebut
akan dianalisis berdasarkan sifat pemberlakuannya, apakah bersifat khusus
atau umum, serta apakah terkandung dalam peraturan perundang-undangan
yang lama maupun yang baru.>2
3. Sumber Data dan Bahan Hukum
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fakta
hukum adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
yang di peroleh langsung dari sumber asli dalam bentuk bahan hukum, yang
terdiri dari:
a. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu No. 317-PKE-
DKPP/X/2019;

b. Dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82/G/2020/PTUN.JKT.

51 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2019), him. 51.
52 | Made Pasek Diantha, Metode Penelitian Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum),
(Jakarta: Kencana, 2016), him. 156.
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Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi
kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan hukum, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.
Pada bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk ke peraturan
perundang-undangan, yang diantaranya:

1) Undang Undang Dasar 1945;

2) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

3) Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur lain
yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan ini
dilakukan melalui pencarian dan penelusuran bahan pustaka, termasuk
bibliografi, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin akademik, dan jurnal
yang relevan dengan topik penelitian.

Materi hukum dikumpulkan melalui metode inventarisasi,
penegasan  peraturan perundang-undangan, pengkategorian, serta
sistematisasi bahan hukum yang relevan dengan temuan penelitian.

Selanjutnya, pengumpulan data pada penelitian ini bersifat kepustakaan,
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dengan teknik membaca, mengkaji, mencatat, dan membuat keterangan dari
bahan pustaka yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan dalam
kelembagaan DKPP dan PTUN.

5. Teknik Analisis Data

Pengunaan teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan
pendekatan deduktif-kualitatiif. Pendekatan deduktif-kualitatiif merupakan
analisis yang berpijak pada asumsi dan argumentasi umum seperti teori,
undang-undang, prinsip, atau kepastian hukum untuk kemudian diturunkan
menuju pemikiran yang lebih spesifik.>® Selanjutnya, data yang terkumpul
akan dianalisis dengan merujuk pada kesimpulan dan temuan yang
diperoleh dari hasil penelitian.

Melalui pendekatan analisis ini, diharapkan peneliti mampu
memilih dan juga menyeleksi data berdasarkan beberapa sumber pustaka
yang relevan dengan objek kajian, sehingga menghasilkan pemaparan yang
objektif dan disajikan secara sistematis dalam tesis ini, khususnya terkait
dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan
PTUN.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah alur penelitian.
Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab dengan uraiannya, yaitu:
Bab pertama, bab ini merupakan penduhuluan yang mensajikan

beberapa sub-bab yakni mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah,

%3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ..., him. 36.
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tujuan-manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta metode
penelitian.

Bab kedua, menyajikan kerangka teori, kemudian teori yang akan
digunakan sebagai dasar analisa hukum untuk tesis ini. Terdiri dari teori negara
hukum, teori lembaga negara, dan teori siyasah qadha iyyah.

Bab ketiga, merupakan bagian mendeskripsikan data yang mana
menguraikan serta memaparkan isi data yakni melalui putusan DKPP Nomor
317-PKE-DKPP/X/2019 dan putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT.

Bab keempat, bagian ini memuat pembahasan atau analisis penelitian
yang menguraikan jawaban atas rumusan masalah mulai dari pertama, kedua
sampai dengan ketiga.

Bab kelima, merupakan penutup atas seluruh rangkaian penelitian ini

yang menguraikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, mengenai dualisme
akuntabilitas putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN dapat
disimpulkan, sebagai berikut:

Penyebab terjadinya dualisme akuntabilitas putusan penyelenggara
pemilu antara DKPP dan PTUN, terdiri dari sebagai berikut: Pertama,
kerancuan pemahaman atas norma etik dan norma hukum positif terlihat dari
norma etik merupakan second norma, atau norma kelas kedua secara hierarki
dengan norma hukum positif; Kedua, dinamika dan persoalan Putusan
Mahkamah Konstitusi yakni mengharuskan DKPP untuk mematuhi Putusan
PTUN meskipun mengadili obyek etik, sementara DPR tidak menindaklanjuti
putusan MK tersebut melalui revisi UU sehingga melahirkan kekosongan
norma; Ketiga, Kedudukan putusan DKPP dan PTUN dalam perspektif negara
hukum dilihat dari beberapa prinsip yakni supremasi hukum, persamaan
dihadapan hukum, pemisahan dan pembatasan kekuasaan, akses terhadap
keadilan, dan kepastian hukum.u

Pandangan siyasah qadha’iyyah terhadap dualisme akuntabilitas
putusan penyelenggara pemilu antara DKPP dan PTUN, terdiri dari sebagai
berikut: Pertama, DKPP sebagai cerminan fungsi wilayah hisbah yang
menegakkan moral etik, sedangkan PTUN sebagai wilayah qadha’ yang

mengadili tindakan sewenangan-wenangan penguasa kepada masyarakat;

149
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Kedua, analisis kedudukan wilayah hisbah (DKPP) dan wilayah qadha’
(PTUN) yakni bahwa wilayah qadha’ memiliki kedudukan lebih tinggi
daripada wilayah hisbah sesuai dengan teori moral tidak boleh melalui
peradilan; Ketiga, problematika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT
terhadap Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 ialah terletak pada cara
penafsiran. Menurut PTUN yang diadili adalah keppres, tapi keppres tersebut
justru didasari pada putusan DKPP.

Merekonstruksi atas kontradiksi kewenanganan putusan PTUN
terhadap putusan etik DKPP, terdiri dari sebagai berikut: Pertama pembentukan
lembaga penegakakkan etik melalui amandemen UUD 1945 dapat dilakukan
untuk memperkuat status quo, lembaga peradilan etik agar dimasukan sebagai
organ konstitusi; Kedua, Penataan dalam mengisi kekosongan hukum melalui
Surat Edaran Mahkamah Agung pada pokoknya larangan bagi PTUN menerima
obyek sengketa yang memiliki muatan etik. Hal ini dapat menjadi solusi jangka
pendek bagi persoalan DKPP & PTUN.

. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan sebelumnya, penulis mengajukan
saran/rekomendasi kepada Mahkamah Agung, Majelis Permusyawaratan
Rakyat dan peneliti selanjutnya dengan uraian sebagai berikut:

1. Untuk Mahkamah Agung perlu dibentuk memory of understanding (MOU)
antara DKPP & Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, untuk
memperjelas obyek perkara dengan rasionalisasi bahwa perkara etik murni

tidak boleh ditangani PTUN;
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2. Untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, penelitian ini akan menjadi
proposal bagi amandemen UUD 1945 di masa mendatang, bahwa apabila
amandemen terjadi hendaknya lembaga peradilan etik dimasukan sebagai
organ konstitusi.

3. Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya penelitian ini melakukan studi
perbandingan dengan negara-negara timur tengah yang menganut konsep
lembaga peradilan etik, oleh karena diadopsinya doktrin islam dalam

penelitian ini.
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